BAB IV

PAPARAN DAN ANALISISDATA

A. Deskrips Objek Penélitian
1. Profil Pengadilan Agama Malang
Pengadilan Agama Malang terletak di jalan RadenjiFamoso No. 1,
Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Maandengan
kedudukan antara 705’ — 802’ LS dan 1126’ — 127 Batas wilayah Kota
Malang, adalah: Sebelah Utara : Kecamatan SingdaarKecamatan Pakis

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan TigngZebelah



Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pak@slpelah Barat :
Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Pengadilan Adaatang terletak
di keketinggian 440 sampai 667 meter di atas peaaonlaut, sehingga
berhawa dingin dan sejuk.

2. Biodata I nfor man

Hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang biasa daniketerangan
terkait penelitian ini hanya ada tiga, yaitu Bapgajamil, Bapak Munasik
dan Bapak Arifin. Informan dari hakim Pengadilanafta Kota Malang
yang bisa dimintai keterangan hanya tiga orang riearkakim lainnya
sedang melaksanakan tugas beracara, sehinggaisda#tisibukkan dengan
hal lain. Ada tujuh hakim diPengadilan Agama Kotal&hg. Empat hakim
lainya yaitu Ibu Suryawati, Bapak Santoso, Ibu Mastan Bapak Lukman
Hadi dikarenakan ada sidang beracara.

Sedangkan informan yang berasal dari masyarakat pitsak yang
terkait dengan pemalsuan identitas di lingkunganK®a Malang antara
lain Bapak. Ahmad Jumadin, Denni Lilis Mariyani, @& Usman, lbu Sri
Hidayati. Informan dari masyarakat ini tidak semmeau membrikan
keterangan, salah satunya adalah Ibu Sutimah. Adgsaadalah karena
menjaga privasi kehidupan rumah tangga mereka. Bapak Sucipto

ketua Rt 2 Joyosuko dan Bapak Ashuri ketua Rw 18ddari.



B. Paparan Data

1. Apa Bentuk-bentuk pemalsuan idenditas sebagai pembatalan

perkawinan yang terjadi dilingkungan PA Kota Malang

Dokumen negara merupakan dokumen yang dikeluarednp@merintah
untuk kepentingan warga negara. Dokumen ini sedipglsukan untuk
mempermudah niatnya yang salah satu contohnya palidemi.Biasanya,
pelaku pemalsuan dokumen melakukan pemalsuan teédebgan berbagai
tujuan. Ada pelaku yang memalsukan dokumen tanpigaitedengan
kepentingan kliennya (orang yang meminta dibuatkakumen palsu), dan
mereka bekerja sendiri. Ada pula yang memang disdan khusus untuk
membuat dokumen-dokumen palsu demi memperlancaartoya.

Pemalsuan identitas pernikahan sering terjadi darugikan bagi para
korbannya, tindak pidana ini sering dilakukan dadalsurat pernikahan
mengenai pemalsuan identitas calon mempelai dimaneat-surat
pernikahan tersebut diisi sebelum kedua mempelaiangsungkan
pernikahan. Contohnya saja mengenai pemalsuandibakykan seseorang
yang akan melakukan poligami, dimana sebelum meslargkan
pernikahan, para pihak harus memberitahukan ke dfddtusan Agama
(KUA) untuk calaon mempelai yang beragama Islam, citatan sipil bagi
mempelai yang beragama non Islam ditempat tingggahssatu belah pihak,
setelah itu para pihak mengisi surat keterangaahniang berasal dari
Kepala Desa atau pejabat setingkat.surat keteraegsebut berisi identitas

calon mempelai, yaitu nama, umur, agama, pekerjganpat kediaman



calon mempelai, dan apabila salah seorang atauakgdutelah menikah,
disebutkan juga nama istri atau suami terdahull.itilah yang dilakukan
seorang yang ingin melakukan poligami dengan carat sketerangan
tersebut diisi dengan keterangan palsu dan dakulliga pada bagian status
yang seharusnya telah menikah, tetapi kemudianstik@n dengan perjaka
karena ingin memuluskan niatnya untuk menikah lagi.

Pemerintah telah menyediakan sarana yang berupandddndang,
namun kenyataannya masih banyak orang yang melakpkanalsuan
identitas pernikahan. Perilaku tersebut akan meumlikan dampak negatif
dalam masyarakat, banyaknya tindak pidana tadya¢ardisebabkan karena
ancaman sanksi pidana dalam Kitab Undang-UndanguidulPidana
(KUHP) maupun peraturan yang lebih khusus yaitu damgdUndang
Perkawinan No 1 Tahun 1974 maupun Peraturan Peeridio 9 Tahun
1975 sebagai pelaksana dari Undang-Undang No 1nTa®itd yang terlalu
ringan, sehingga pelaku cenderung untuk melanggiankuan tersebut.

Pemalsuan identitas ini terjadi di Pengadilan Agakota Malang
dimana Bapak Achmad Jumadin dan Bapak Usman medakp&malsuan
identitas dengan menempatkan keterangan palsu leen dsesuatu akte
authentik tentang sesuatu kejadian yang kebenamahayus dinyatakan
oleh akte itu dengan maksud akan menggunakan aktedan dalam
penggunaanya dapat mendatangkan kerugian, melakimkdak pidana
yaitu telah kawin lagi sedang diketahuinya bahwaniggehannya yang

sudah ada menjadi halangan yang syah baginya omunikah lagi.



Bentuk-bentuk pemalsuan idenditas di Pengadilam#g&ota Malang
biasanya yang sering terjadi berupa Ktp. Hal inirdasarkan hasil
wawancara peneliti dengan salah satu hakim PemagadNgama Kota
Malang yang bernama Bapak Munasik, beliau mengatbibwa:

Biasanya kasus pemalsuan identitas yang masulgklihngan PA Kota
Malang adalah pemalsuan ktp. Dan seharusnya ktph#@ws selesai
ditempat dimana ktp itu dikeluarkan yaitu di Kehaa®

Pemalsuan identitas berupa ktp di PA Kota Malaga jdibenarkan oleh
salah satu hakim yang lain yaitu Bapak Arifin, Beglmenyatakan bahwa:
“Biasanya orang memerkaran kasus pemalsuan idemtitRA sini ya cuman ktp
semisal karenadi ktp disebutkan masih jejaka, dan teryata setetenikah

diketahui kalau si suami sudah menikah, perkarsbamyak juga masuknya di
Pengadilan Agama Kota malang mbak, saingan deraguskerceraian’.”

Kasus pemalsuanidenditas berupa Ktp menurut bapak Munasik pula
biasanya difilterkan di Kua. Proses penyringanyalad ketika masyarakat
mau menikah, pada saat mau menikah pihak kuarpasinyakan Ktp dan
keabsahan Ktp tersebut sepengetahuan pihak keturdin@ana Ktp itu
dikeluarkan. Jika ada kasus pemalsuan idenditag gaasuk dilingkungan
Pengadilan Agama, maka pihak pengadilan memproaesian yang
penting si penggugat bisa membuktikan bahwa idasd#rsebut memang
palsu. Dan Pengadilan Agama tidak tahu menahu &eablongan
pemalsuan identitas di Kua. Kua kalau perlu melakugengecekan atas
Ktp, apakah Ktp itu asli atau palsu, dan harus reeel ke kelurahan
dimana ktp dikeluarkan. Hal ini dalam rangka metafdan pemalsuan

idenditas. Sedangkan Pengadilan Agama hanya bisautasakan apakah

! Munasik,wawancara, tgl 14 januari, 2011
? Arifin, wawancara, tgl 14 januari, 2011



identitas itu palsu atau tidak, namun bukan padagw pemfilteraanya. Dan
dasar hakim membatalkan perkawinan atar pemalslertitas adalah UU
No 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam (KHI).

Bentuk pemalsuan identitas bisa juga berupa pemralggnormalan si

mempelai, hal ini seperti yang di ungkapakan olapak Arifin.
“Bentuk pemalsuan identitas bisa juga dengan alasan akstilstri menikah
dengan si suami tidak normal sejak mula, maka bisa dianggap
pemalsuan identitas. Sehingga bisa dibatalkan pémkanya, seperti yang
terjadi di PA NTT (nusa tenggara timur).”

Proses atas kasus pemalsuan identitas vyaitu Péngadigama
menunggu gugatan dari pihak penggugat, dan kemutieses sampai
pada pemutusan. Apakah nanti dibatalkan atau sdina si penguggat
bisa membuktikan bahwa si terguggat memang menaisidientitasnya.

2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Terjadinya Fenomena

Pemalsuan I dentitas

Pemalsuan identitas perkawinan ini dilakukan olekesrang ketika
hendak menikah dengan alasan terdapat suatu halgikgadia menikah,
misalnya dia telah menikah dengan seseorang damkakan sebelumnya
tersebut menjadi suatu penghalang baginya untukkatemagi, oleh sebab
itu dia memalsukan identitasnya, baik itu namamakamaupun statusnya.
Biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surati@notentik yang berupa
identitas pelaku tersebut. akan tetapi jarang sédgérat oleh hukum dan

sulit dibuktikan, hal ini terjadi karena adanya é&epa faktor yaitu



minimnya bukti, perbuatan terencana dengan matedag, saksi kurang
mengetahui sendiri perbuatan yang dilakukan olgielsiku.

Data yang diperoleh peneliti menyebutkan bahwa lzetzerapa faktor
yang mempempengaruhi terjadinya fenomena pemaideatitas dari 2005
sampai 2010, antara lain:

a. Biasanya orang memalsukan identintas karena pih#kmis ingin
melakukan poligami. Bagaimana yang diutarakan BlghMunasik:

“Biasanya orang memalsukan identitas karena piha&ms ingin
melakukan poligami. Terjadinya kecolongan atas peumaa identitas itu,
karena bisa saja dari pihak Kua. Dimana pihak kisa Baja disuap,
kurang  pengecekan  dikeluarahan  dan lain-lainl.  Went
penanggulanganya: memeriksa ktp, kelurahan mang iy@mgeluarkan,
kalau pertahunnya dalam kasus pembatalan perkawinaselalu ada
karena sekarang sudah menjadi tren kayak percedaarkebanyakan
juga dilakukan sama pejabat-pejabat yang ingin ko&kn poligami
namun tidak diperbolehkan sama istri pertama,alhirmereka nekad
melakukan pemalsuan identitad .”

Hal ini pun juga diakui oleh informan yang pernakengalami kasus
pembatalan nikah di Pengadilan Agama Kota Maldmg.Arie Wuryandari
menyatakan

“Saya mengajukan pembatalan nikah ke PengadilanmAgdota

Malang, karena merasa tertipu oleh suami saya. Ssaypa mengaku
masih jejaka pada waktu menikah. Eh, taunya sudakth. Ya, gimana
lagi mbak, namanya juga perempuan, siapa yang rmduattan, ditipu

lagi. Yah, walaupun saya pada mulanya suka sanmi Saga. Tapi saya
ndak mau menikah dengan yang telah membohongi sayanya saya
pernah dengar kalau mantan suami saya beristri da@mi saya itu
menyangkanya,ini udah terlanjur mbak dan sudah talksn

pekawinanan saya™.

Pernyataan lbu Arie dibenarkan oleh Bapak Usmamtanasuaminya.

Beliau menyatakan

3Munsik, Wawancara, tgl 14 Januari, 2011.
“Denny, Wawancara, tgl 10 Maret, 2011.



“Ya mbak, saya menikahi mantan istri saya karenarga sama dia.
Namun saya bingung, karena saya statusnya masya pgtni. Akhirnya,
dari pada bingung-bingung, saya buat ktp baru stpjaka. Awalnya
kelurahan juga tahu kalau sudah menikah. Dan gaia-kgtahuan juga,
saya buat ktp di kurahan lain. Sambil minta sucahidili, yah, akhirnya
saya dapat ktp baru dengan status baru juga”.

b. Terjadinya kecolongan atas pemalsuan identitakéxena bisa saja dari
pihak Kua. Dimana pihak kua bisa saja disuap, lna@ngecekan di
kularahan dan lain-lain.

c. Bentuk penanggalanya: ktp, kelurahan mana yang ehgsdan,
pengecekan dari kelurahan yang mengeluarkan.

d. Pemalsuan identitas makin lama makin marak, kamoaedur yang
kurang ketat Perkara Pembatalan perkawinan di Pfa Kealang juga
banyak pertahunnya .

e. Bisa juga karena pemalsuan orang tua.

Sebagaimana yang diutarakan Bapak Arifin, bahwa :

“Denganalasansi pelaku memang tahunya si orang tua angkatlahgotua
kandungnya dan karena memang orang tua angkatlad yemelihara dan
merawatsi pelaku, sampai pada proses pewalian , dimanayamatj sah adalah

wali kandung atau orang tua kandung sehingga, lapeases pernikahanya
harus dibatalkan gara-gara wali yang tidak sah.”

3. Bagaimana Implikas hukum yuridis Pembatalan Nikah Akibat
Pemalsuan I dentitas
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti terkaitplikasi dari

pembatalan nikah akibat pemalsuan identitas, ataara

a. Perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapatidda cerai, hanya
surat keputusan bahwa pernikahanya di batalkanaga@hana yang
diutarakan oleh Bapak Munasik salah satu hakim Bfatlalang antara

lain :

*Bapak Usmanawancara, tgl 14 Maret, 2011.
®Bapak Arifin\Wawancara, tgl 14 Januari, 2011.



“Perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapatkea cerai, hanya

surat keputusan bahwa pernikahanya dibatafkan .
b. Akta kelahiran si anak; juga dibatalkan secara atesn

Apabila perkawinan dilaksanakan tidak memenuhiayarsyarat sesuai
dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 makaapankn itu dapat
dibatalkan. Karena perkawinan merupakan perbuatakurh, tentunya
apabila pekawinan itu dibatalkan akan memiliki akitnukum. Batalnya
suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Peragadihempunyai
kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat beuaggya perkawinan.
Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terpabarbagai pihak
baik pihak yang melaksanakan perkawinan Maupun kpilen yang
berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut.

C. AnalissData

1. Apa Bentuk-Bentuk Pemalsuan Identitas sebagai pembatalan

perkawinan Yang Terjadi Di Lingkungan PA Kota Malang

Batalnya akad pernikahan juga disebasakh. Menurut bahas&asakh
berasal dari bahasa arabs , =& = yang berarti rusak atau bdt&latal
adalah rusaknya hukum yang ditetapkan suatu ansdaeorang, karena
tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telahagitetn oleh syara’. Jadi,
secara umum, batalnya perkawinan adalah rusak atlk sahnya
perkawinan karena tidak memenuhi salah satu sg#matyang diharamkan

oleh agama.

"Bapak Munasik\Wawancara, tgl 14 Januari, 20011.
8A.W. Munawir, Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap (Surabaya: Pustaka Progresif,
1997), h. 1054.



Mengenai hal ikhwal pembatalan perkawinan ini, bsaskan Undang-
undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Batmabkal 22 sampai
pasal 28 memuat ketentuan yang isi pokoknya selbagi&ut;

a. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihaktidemenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan, salah shék pnasih terkait
oleh perkawinan yang mendahuluinya, perkawinan ndgangkan
dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak beawg, wali nikah
tidak sah, tanpa hadirnya dua saksi, perkawinaakakian dibawah
ancaman yang melanggar hukum, terjadi salah sangkagenai diri
suami atau istri.

b. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan iall geluarga
dalam garis lurus keatas dari suami atau istrialysj yang berwenang,
pejabat yang ditunjuk, orang yang masih ada penkgterkawinan
dengan salah satu dari kedua belah pihak, jaksaswmi atau istri.

c. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepdagadialam
daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan, ditampat tinggal
kedua suami istri, suami atau istri.

d. Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan milagamempunyai
kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak salk@nigsungnya akad

perkawinan.



Berdasarkan pasal 70 dan pasal 71 Kompilasi Hukwstaml
Sebagaimana dijelaskan sebagai berikbalam Pasal 70 dijelaskan suatu
perkawinan batal apabila:

a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidakakerhelakukan
akad nikah Karena sudah mempunyai empat orang sskalipun salah
satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talgk ra

b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah diiya.

c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernahutijaalak tiga kali
olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pemmenikah dengan pria
lain yang kemudian bercerai lagi ba’da dukhul gaia tersebut dan telah
habis masa iddahnya.

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempumybungan
darah, semeda, dan sesusuan sampai derajat teyswrgumenghalangi
perkawinan sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomr 1riTa8u4, yaitu:

a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus vkathaatau

dengan keatas.

b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyampy@au
saudara, antara sesorang dengan saudara oradgmuantara seorang
dengan saudara neneknya.

c) Berhubungan semeda, yaitu mertua, anak tiri, medatuibu atau

ayah ftiri.

9Zainuddin ali,Hukum Perdata |slam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 37.



d) .Berhubungan sesusua, yaitu orang tua sesusuak, sEsaisuan,
saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
e) .Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi k@menakan dari

atau istri-istrinya?

Sedangkan dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islamladikan: suatu

perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dangBdilan Agama.

b. Perempuan yang dikawini teryata dia diketahui masémjadi istri pria
lain yang mafqudatausah.

c. Perempuan yang dikawinin teryata masih dalam ididahsuami lain.

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinabagsemana
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No 1 taBund.1

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksamaiteh wali yang
tidak berhak.

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan pakSaan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab IVl 24s38 UU No.1
Tahun 1974 dan pasal 70-71 Kompilasi Hukum Islarhwzatidak ada
keterangan secara eksplisit tentang pembatalanh ndiedoab pemalsuan
identitas. Namun, dari semua hal yang bisa menkzatatikah baik yang
dijelaskan dalam UU No.1 tahun 1974 dan Kompilagikiin Islam

semisal, karena salah sangka suami, nikah dibawabr wdll harus

19Zainuddin ali,Hukum., h.38.
Yrwan zulkifli, Fasakh Sebagai Salah Satu Cara Perceraian Study Pengadilan agama Kabupaten
Malang (Skripsi Fakultas Syariah UIN Malang, 2006)26.



dibuktikan terlebih dahulu. Salah sattu pembuktaraebut adalah dengan
menunjukkan identitas semisal Kartu Tanda Pendy#i). Dan ketika
ada cacat dalam identitas tersebut dengan disengajea secara otomatis
nikahnya pun juga ikut batal.

Modus-modus penipuan yang dilakukan oleh pelakuat@man identitas
pernikahan agar tujuan untuk menikah lagi itu tgnduialah dengan
mengatakan kepada calon pasangannya bahwa statusagid lajang
dengan disertakan bukti Kartu Tanda Penduduk dataukgerlu
menggunakan tenaga jasa saksi palsu waktu melagigsuijab qobul. Dari
sini jelas sekali kalau dikorelasikan dengan hasihelitian yang terjadi
dilapangan, bahwa sahnya perkawinan yang dilakuidah informan-
informan tersebut secara otomatis batal setelah legfautusan dari
pengadilan dan pengadilan mengeluarkan putusan giatab perkawinan
yang dilakukan oleh termohon. Pelanggaran-pelaaggéu yang dilakukan
oleh informan dalam hal ini pelaku pemalsuan idesntsudah mewakili
petunjuk pasal 70 dan pasal 71 KHI.

Selain pemalsuan Kartu Tanda Penduduk sebagai salfah bentuk
pemalsuan identitas, ada beberapa bentuk pemateraitas, antara lain :

1. Kartu Keluarga
Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluaygag memuat data tentang
susunan, hubungan dan jumlah anggota keltarga.

2. Akta Kelahiran.

http:atauatauwww.kependudukancapil.go.idatauindgamuproduk-a-layananataukartu-
keluarga. Diakses 20 maret 2011, pukul 10.33 WIB.



Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan temfafialam Kartu Keluarga dan
diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasguk memperoleh
pelayanan masyarakat lainnya. Sebagai hasil peapdkelahiran,
diterbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

3. ljazah

Istilah ljazah yang terdapat dalam Kamus B&srasa Indonesia artinya
surat

4. Paspor

Paspor adalah suatu dokumen perjalanan yang resmeiuarkan oleh
pemerintah atau Suatu instansi pemerintah yangemang, untuk warga
negaranya atau orang asing lainnya yang tidak meygpu
kewarganegaraan dan berdomisili di dalam wilayahgaree yang
mengeluarkan paspor tersebt.

Salah satu syarat calon suami yang ingin menikatoncistri adalah
belum menikah. Pernyataan belum menikah atau jejaeksebut harus
dibubuhkan dalam Kartu Tanda Penduduk. Dan ketd&and perjalanan
rumah tangga ditemukan bahwa Kartu Tanda Pendwis&liut tidak benar
karena si suami ternyata sudah menikah, maka drailoya dianggap
batal demi hukum.

Dari sini, menunjukkan bahwa identitas itu sangaiting dalam rangka
sempurnanya pernikahan. Sehingga tidak boleh ad@ulbekecurangan

dalam hal pemalsuan identitas. Karena Perbuataralpean merupakan

¥0ka A. Yoeti, Tours and Travel Management (Pradnya Paramita, Jakarta, 1995), h. 86.



suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran danckgpan, dengan tujuan
memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bejiglain.**

Pemalsuan terhadap tulisan atau surat terjadilagaimya atas surat itu
yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisterlalu luas,
hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Mersgotang sarjana,
kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam chkegahatan tersebut
dilakukan. Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsaag terdapat dalam
KUHP dianut azas :

Disamping pengakuan terhadap azas hak atas jarkelaegnaran atau
keaslian sesuatu tulisan atau surat, perbuatanlpeanaterhadap surat atau
tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuartjaha

Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas haiggaratkan bahwa
pelaku harus mempunyai niat atau maksud untuk ipken anggapan
atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asheteur>

Pemalsuan identitas pada intinya dikatakan sebagainatan ketika ada
maksud atau tujuan jahat dengan menciptakan anggapas yang
dipalsukan. Sesuatu yang dipalsukan bisa berbageaiam bentuknya.
Bentuk pemalsuan identitas di dalam perkara perk@wiyang bisa
mnyebabkan terjadinya pembatalan menurut Bapak Blkingalah satu
hakim Pengadilan Agama Kota Malang bisa berupalKaainda Penduduk

(KTP), akta kelahiran dan lain-lain. Sebagaimaaragyia katakan :

H. A. K. Moch Anwar,Hukum Pidana di Bidang Ekonomi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990)
h. 128.
™H. A. K. Moch Anwar, Hukum., h. 129.



“Biasanyabentuk pemalsuan identitas itu berupa pemalsuaruKbBanda
Penduduk, seperti si laki-laki menyatakan masjhkpe ternyata sudah beristri.
Kartu Tanda Penduduk biasanya filternya di Kattousan Agama, ketika mau
menikah dan kelurahan setempat dimana Kartu Taeddu@luk itu dikeluarkan.
Kalo sudah masuk di Pengadilan Agama, yang pensingoenggugat bisa
membuktikan pemalsuan identitas tersebut.dan yasphya masuk di Pengadilan
Agama sini adalah pemalsuan Ktp. Pihak Pengaditzama tidak tahu menahu
soal kecolongannya pemalssuan Ktp di tingkat Kuaa Ruga bentuk pemalsuan
identitas dengan alasan, ketika si istri menikahgde si suami dan si istri
menganggap bahwa si suami normal, dan ketika stetgdi perkawinann, dan
ternyata si suami tidak normal sejak mula, makabiga dianggap pemalsuan
identitas. Sehingga bisa dibatalkan perkawinanryaperti yang terjkadi di
Pengadilan Agama NTT*

Sedangkan menurut Bapak Arifin, beliau menyatalkeamia ;

“Biasanya bentuk pemalsuan identitas itu berupaat@man ktp, seperti si laki-
laki menyatakan masih jejaka ternyata sudah bieriBiiasanya orang-orang
memalsukan identitas, karena ingin memalsukan tethpgggal. Biasanya dengan
cara si pelaku meminta surat keterangan domialli, $i kelurahan mengeluarkan
surat domisili, dan dari sini lalu dibuatlah ktpqua yang ternyata si pelaku tidak
bertempat inggal disitu. Bisa juga karena pemalsirrang tua. Dnegan alasan si
pelaku memang tahunya si orang tua angkatalah auankgandungnya dan karena
memang orang tua angkatlah yang memelihara danvaesapelaku, sampai pada
proses perwalian, dimana wali yang sah adalah weidung atau orang tua
kandung sehingga, karena proses pernikahannya Hdrvatalkan gara-gara wali
yang tidak sah®’

Bapak djamil juga mengatakan yaitu:

Menurut Bapak Djamil bahwa pembatalan perkawingemgadilan dikarenakan
pemalsuan ktp, sebab Ktp sekarang ini bisa digardakbak jadi orang-orang itu
bisa semena-menanya melakukan perbuatan-perbuatan menurut mereka itu
menguntungkan dirinya, seperti melakukan perkawihgakan mereka hanya ingin
menikah lagi toh,kebanyakan Ktp mbak yang dipalsukalau Kk itu gag ada.ini
yang dirugikan dari pihak perempuan karena peremmpaitu tidak tahu apa-apa
kalau dari Pengadilan Agama sendiri itu cuman meskain perkara saja mbak dan
perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agawia Khalang banyak yang
masuk pertahunnya™®

Pemalsuan identitas yang terjadi di Pengadilan Agaota Malang
dengan bentuk pemalsuan ktp ini di benarkan oldéledaga informan yang

penulis mintai keterangan. Walaupun ada beberafmmman yang tidak

®Munasik,Wawancara, tgl 14 Januri, 2011.
YArifin, Wawancara, tgl 14 Januari, 2011.
¥etua Hakim Bapak djamiVawancara tgl 19 Januari, 2011.



mau dimintai keteranagan karena alasan privasirimin yang memberikan
keterangan, antara lain Bapak. Ahmad Jumadin, regatakan bahwa :

“Saya dulu pernah digugat sama istri saya. Istyasaenggugat gara-gara
ketahuan rumah asal saya. Saya kan asalnya daek@aam, dan waktu menikah
saya buat ktp dengan alamat di Malang. Waktu itsimaiwudah ngurus surat

domisili sampai saya mendapatkan Ktp. Dan setedglatcktp baru, saya menikahi

istri saya’™®

Sedangkan informan yang tidak mau memberikan kegaraadalah Ibu
Denni Lilis Mariyani. Ketika ditanya soal pembatalaikah yang pernah
beliau alami, dia menyatakan bahwa :

“Wah, maaf mbak, bukannya saya nggak mau ngasibrnvasi, tapi

informasi yang satu ini menyangkut privasi sayayaSanalu kalau
menceritakan masalah itu mbak, gag apa-apa ya s#yakndak kasih tahu

n 20

. Dari sekian informan yang tidak bisa dimintai waeam tentang

masalah pembatalan perkawinan itu adalah Ibu Diearena menurut beliau
itu adalah sebuah aib keluarga dan tidak mau udipiblikasikan atau

dijadikan sebagai bahan penelitian. Menurut persditigat memahami dan
tidak memaksakan ketidak inginan lbu Denni.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resemdBduk sebagai
bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksaaag berlaku di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartwajib dimiliki bagi
Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara A$§iNBlA) yang
memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah bemrml?7 tahun atau

sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari grara Wna yang

memiliki itap dan sudah berumur 17 tahun juga wajgmilki ktp. ktp bagi

Ahmad JumadinWawancara, tgl 25 Februari, 2011.
“denni,Wawancara, tgl 27 Februari, 2011.
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Whni berlaku selama lima tahun dan tanggal beralhidisesuaikan dengan
tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan.

KTP berisi informasi mengenai sang pemilik karauntasuk:

Nomor Induk Kependudukan i Pekerjaan

Nama lengkap ]  Kewarganegaraan.

Tempat dan tanggal lahir. k Foto.

Jenis kelamin. |  Masa berlaku.

Agama. m Tempat tinggal dikeluarkan KTP.
Status perkawinan. n Tandatangan pemegang KTP
Golongan darah o nama dan nomor induk pegawai

pejabat yang menandatanganinya
Alamat

Dari keterangan diatas, maka bisa disimpulkan bakel@anyakan kasus
pemalsuan identitas yang masuk dan diputuskan B&gadilan Agama
Kota Malang adalah kasus pemalsuan Ktp. Kartu Tdheladuduk biasa
dipalsukan oleh pelaku karena proses pra nikak&eli kua adalah dengan
melakukan pengcekan Ktp, sehingga ketika Ktp digals maka, secara
otomatis ada syarat yang dipalsukan semisal, kejaraumur atau status
bahwa si laki-laki sudah menikah atau masih jejaka.

2. Apakah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Adanya Fenomena

Pemalsuan | denditas
a. Prosespembuatan identitas atau KTP

Terjadinya pemalsuan identitas bukan hanya disetmbleh keinginan
dari si pelaku namun juga karena adanya kesempgtarg dimaksud
kesempatan adalah pada saat proses pembuatataslenti

Identitas palsu yang dimiliki oleh si pelaku inirégal dari kurangnya
pengecekan dari pihak yang mengeluarkan identitaisu ykelurahan.

Sedangkan menurut Bapak. Arifin, pemalsuan idemntitaisa juga



dikarenakan adanya keinginan dari pihak pelaku kuntobemperoleh
keterangan tempat tinggal yang berbeda dari ternpggal aslinya. Bisa
juga karena ketidak tahuan si pelaku terhadap dremngslinya, karna sudah
lama diasuh oleh orang tua angkat, sehingga dalatitasnya ditulis nama
orang tua angkat. Akibat dari identitas nama orragangkat ini adalah
tidak sahnya perwalian nikah. hal ini seperti yainghgkapkan oleh Bapak
Arifin, selaku hakim Pengadilan Agama Kota Malang :

“Biasanya orangnya memalsukan identitas, karenagkinmnmemalsukan
tempat tinggal. Biasanya dengan cara si pelaku mtansiurat keterangan
domisili, lalu si kelurahan mengeluarkan surat doimidan dari sini lalu
dibuatlah Ktp palsu, yang ternyata si pelaku tibaktempat tinggal disitu.
Bisa juga karena pemalsuan orang tua. Dengan akisaelaku memang
tahunya si orang tua angkatalah orang tua kandandag karena memang
orang tua angkatlah yang memelihara dan merawatlau, samapai pada
pross perwalian, dimana wali yang sah adalah vealdkng atau orang tua
kandung sehingga, karena proses pernikahannya ténatslkan gara-gara
wali yang tidak salf™.

Namun dibalik keinginan dari pelaku untuk melakuka@malsuan
identitas ini, juga dipengaruhi oleh tidak ketatngeoses pengurusan
identitas dari pihak yang mengeluarkan baik dagkat yang paling kecil
sampai yang paling tinggi, yaitu dari Rt atau RVihpai kelurahan. Hal ini
pun juga diakui oleh pak Arifin, sebagai berikut

“Pemalsuan identitas makin lama makin marak partaj)a bukan dari
pengadilan yang melakukan pemalsuan kalau di Pdagadgama itu
cuman putusan, karena prosedur yang kurang ketagéntuB
penanggulangannya,dengan mengikuti prosedur yamakbesemisal, surat
pengantar domisili dari lingkup paling kecil (RaatRW) dan sebagainya,”

Bahkan menurut Bapak Munasik, pemalsuan identitses $aja karena

kecurangan dari pihak kua atau RTatau RW dan sehagakecurangan

ZArifin, Wawancara, tgl 14 Januari, 2011.



tersebut terjadi karena mau menerima suap darkgkkku. Sebagaimana
pernyataan beliau, bahwa :

“Terjadinya kecolongan atas pemalsuan identitas ktwena bisa saja
dari pihak kua. Dimana pihak kua, atau RTatau RWabsaja ada
penyuapan , kurang pengecekan di kelurahan datalainApa yang gag di
lakukan sama masyarakat Indonesia.sogok atau mersu@dah menjadi
sebuah tradisi di Negara kita dan sangat memungkindengan hal
pemalsuan Ktp atau yang lainnya bisa dengan cepatka melakukannya
apalagi pihak-pihak yang terkait dan sekarangudias ada pembuatan Ktp
secara cepat atau secara onfe.

Hal ini pun juga diakui oleh informan yang pernakngalami kasus
pembatalan nikah di PA Kota Malang. Yaitu Ibu Ida,

“Saya mengajukan pembatalan nikah ke PengadilanmAg&ota
Malang, karena merasa tertipu oleh suami saya. Ssmya mengaku masih
jejaka pada waktu menikah. Eh, taunya sudah heriéfr, gimana lagi
mbak, namanya juga permpuan, siapa yang mau dadudKipu lagi. Yah,
walaupun saya pada mulanya suka sama suami sgyasdya ndak mau
menikah dengan orang yang telah membohongi saymgilsaya meminta
pisah mbak soalnya dari pihak istri pertamanya arasuami saya sangat
mendesak agar perkawinan saya dibatall&n. ”

Pernyataan Ibu Ida dibenarkan oleh Bapak Usmaniamauaminya.
Dia menyatakan :

“Ya mbak, saya menikahi mantan istri saya karenarga sama dia.
Namun saya bingung, karena saya statusnya masya psini. Akhirnya,
daripada bingung-bingung, saya buat Ktp baru dergjatus jejaka dan
semuanya saya rubah dengan Ktp yang aslinya. Aadkejurahan juga
tahu kalu saya sudah menikah. Dan gara-gara ketghga, saya buat Ktp
di kelurahan lain. Sambil minya surat domisili, yakhirnya saya dapat Ktp
baru dengan status baru juga, tapi Alhamdulillatri ipang pertama
memaafkan kesalahan saya dan keluarga saya kebdiegia lagi dan
membatalkan perkawinan dengan istri yang kedtia.”

Dari pernyataan kedua informan diatas, maka bisaiklikesimpulan

bahwa, pemalsuan identitas bisa saja terjadi, demgadahnya mereka

“Munasik, Wawancara, tgl 14 Januari, 2011.
“da, Wawancara, tgl 13 Maret, 2011.
2Ysman,Wawancara, tgl 14 Maret, 2011.



mendapatkan identitas baru tanpa adanya filter kgt dari pihak yang
mengeluarkan identitas. Walaupun hal ini bisa m&erg pihak lain,
khususnya perempuan.

“Wawancara juga dilakukan terhadap RT atau RW drjdsari yaitu
dengan Bapak Rt Sucipto beliau mengatakan bahveangiking saya mbak
belum ada yang melakukan pemalsuan Ktp dan Kk hapisan saja mbak
ada orang yang mau melakukan pembuatan Ktp dagmyantu meminta
Ktp nya tidak sama dengan yang Ktp satunya aliasipualasi, dia bilang
ingin nikah lagi mbak. Tetapi saya tidak mau mekaunya karena kalau
saya sampai melakukan hal tersebut berati sayanggda peraturan
mbak.semenjak saya menjabat sebagai RT belum aalka yahg melakukan
pembuatan Ktp palsu. Kalau pun ada yang melakuladntdrsebut ada
pejabat-pajabat yang tidak bertanggung jawab atareka memberi
sogokan keaparat yang terkéit.”

Bapak Ashuri selaku Rw 12 juga memberi informaslilge tentang
prosedur ktp

Beliau mengatakan bahwa di RW saya ini belum adw® yaelakukan
pemalsuan ktp,kalau ada saya tidak berani mbak saga bisa masuk
penjara, di RW saya ini saya lakukan dengan suptat kdengan hal-hal
yang berbau kriminal seperti membuat Ktp pals@an@rpindah rumah saja
saya gunting ujung Ktp nya itu mbak supaya tidalatli dengan Ktp
ganda. Saya harus teliti dengan orang-orang yagm imembuat Ktp
baru,apalagi sekarang ini sudah rawan banget demgarikahan dibawah
umur yang umurnya belum sesuai dengan aktanya,mégatdan sekarang
yang paling gencar-gencarnya itu ya teroris. Alhaliidh saat ini belum
ada yang melakukan pemalsuan Ktp mbak. Hanya aveargy yang tidak
bertarzlggung jawab yang mau melakukan atau membaetabuat Ktp
palsu:

Berdasarkan keterangan dari para hakim serta i@fordan RT atau
RW setempat maka bisa dijelaskan bahwa faktor-faktng melatar
belakangi pemalsuan identitas tersebut bisa dilzedakenjadi dua garis

besar pertama,adalah faktor internal Kedua, adalah faktor eksternal. Yang

“Bapak SuciptoyVawancara, tgl 02 Juli, 2011.
%6 Bapak AshurlWawancara, tgl 03 Juni, 2011.



dimaksud faktor internal adalah tujuan dan maksangydinginkan oleh si
pelaku sehingga ia memalsukan identitasnya padd sagakukan
pernikahan. Sedangkan yang dimaksud faktor ekdtadadah sesuatu yang
mendorong si pelaku untuk memalsukan identitasri@mdanya peluang
yang diberikan oleh pihak selain pelaku yaitu pilya@ng mengeluarkan
identitas. Faktor internal dari si pelaku antam la

a. Keinginan untuk melakukan poligami. Dimana pelakdak ingin
memberitahu kepada istri pertama.

b. Keinginan dari pelaku untuk bisa menikah sebeluraaimur yang
telah ditentukan

c. Agar si pelaku tidak diketahui tempat tinggal agalrHal ini bisa terjadi,
karena pelaku pernah berbuat buruk ketika di tenipggal asalnya.
Sehingga tidak mau diketahui oleh orang-orang ypamah tinggal
dekat dengan si pelaku.

d. Mengelabui si istri dengan menyatakan diri seb&dailaki normal atau
tidak gila. Biasanya hal ini terjadi karena doramgeéhak keluarga untuk
segera mendapatkan menantu, walaupun dalam kaadesi.

e. Keinginan untuk mengakui orang tua angkat sebagango tua asli.
Pengakuan ini dikarenakan merasa dibesarkan ofgtgdua angkat dan
sebagai bentuk balas budi. Sehingga si pelaku nselksat identitas
orang tua sahnya. Walaupun sebenarnya hal ini bésakibat pada
perwalian nikah.

Sedangkan faktor eksternal pemalsuan identitasrafain:



a. Karena kurangnya filterisasi pembuatan identitasajaarat
b. Penyalahgunaan jabatan pembuat identitas dengannmaesuap dari si

pemalsu

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya peoan identitas

tersebut menurut hemat penulis tidak semena-mengdikesalahan yang
dibuat oleh si pelaku. Hal ini bisa diketahui dadanya peluang yang
diberikan oleh pembuat identitas dengan minimnykerisasi serta
penyalahgunaan jabatan. Kurangnya filterisasi irenumjukkan bahwa
pengawasan dari pemerintah masih kurang. Sehingggyarakat dengan
mudah mendapat identitas sesuai dengan apa yamgin#&an pelaku tanpa
melihat kondisi asli dari si pelaku. Dan ketika et&khui bahwa identitas
tersebut memang dipalsukan dengan niatan yang bdakdari si pelaku
semisal untuk bisa menikah lagi, maka hal terseébuhasuk perbuatan
pelanggaran. Hal ini sesuai dengan azas yang distatn KUHP, dimana
Pemalsuan terhadap tulisan atau surat terjadi lapedmya atas surat itu
yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisterlalu luas,
hingga dapat termasuk semua jenis penipuan. Mersgotang sarjana,
kriteria untuk pemalsuan harus dicari didalam chkegahatan tersebut
dilakukan. Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsaag terdapat dalam
KUHP dianut azas :
a. Disamping pengakuan terhadap azas hak atas jankiel@naranatau

keaslian sesuatu tulisanatau surat, perbuatan peamal terhadap

suratatau tulisan tersebut harus dilakukan dengaart jahat.



b. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas haliggaratkan bahwa
pelaku harus mempunyai niatatau maksud untuk mekep anggapan
atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asheieu.

b. Pandangan KHI dan UU No. Tahun 1974 tentang perkawinan
a. KHI

Di dalam KHI tidak diatur tentang pemalsuan idestitNamun di
dalam KHI diatur tentang sebab-sebab pembatalasthriiebab tersebut
ada tyang berkaitan dengan pemalsuan identitaspaldayang tidak.
Salah satu pasal yang tidak berkaitan dengan peamaldentitas sebagai
sebab terjadinya pembatalan nikah adalah pasaly&Dbasampai &’
Sedangkan pasal yang mengatur tentang sebab pamhtkéh karenma
adanya syarat nikah yang tidak terpenuhi sebagaadanya pemalsuan
identitas adalah pasal 70 ayat a sampai e yangitgrb

Pasal71
Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Petegadigama,;
b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketamasih menjadi
isteri pria lain yang mafqud.

c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iadtathsuami lain;
d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinamags@iana
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang kdan 1974;

e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksamagleh wali

yang tidak berhak®

2’Pasal 70, buku | KHI
pasal 71 KHI.



b. UU No.1 tahun 1974

Pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh adatgeagan palsu
dalam identitas mempelai juga diatur dalam UU Nahun 1974. Aturan
di dalamnya tidak jauh berbeda dengan KHI. Dan aién
perkawinan di dalam UU No.1 tahun 1974 disebutkalard pasal 22,
24, 26 dan 27.
Pasal 22 menyebutkan

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihakk tideemenuhi

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 24
Barang siapa karena perkawinan masih terikat diridgngan salah

satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masihyadoerkawinan
dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang bamgat tidak

mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasatldnigd-undang ini.

Pasal 26
(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawancatat

perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yadgkt sah atau yang
dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orangsisd&pat dimintakan
pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturuneus ke atas dari
suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isterddmkan alasan
dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka aetbidup bersama
sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan p&tkawinan yang

tidak berwenang dan perkawinan harus diperbahapaya sah.



Pasal 27
(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukangienan pembatalan

perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibaamtaman yang
melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukangienan pembatalan
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya pénkavwterjadi salah
sangka mengenai diri suami atau isteri.

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang tsrssangka itu telah
menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu énjebalan setelah
itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, daaktichempergunakan

haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, hedé@ya gugur.

29

3. Bagaimana Implikas Hukum vyuridis Pembatalan Nikah Akibat
Pemalsuan | dentitas
1. Hakim dan Pelaku pemalsuan identitas di PA Kotaakigl

Dalam keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kbtalang

dengan dasar pengakuan terdakwa, keterangan s#ksi-barang-barang
bukti serta pertimbangan di atas dipandang dari uhgédn dan
persesuaiannya, maka kesalahan terdakwa telahkted®rngan sah dan
meyakinkan menurut undang-undang, telah terbuktsdb@h melakukan
pemalsuan identitas pernikahan dan diancam hukuodema dan batal

pernikahanya.

» pasal 22-27 UU No.1 tahun 1974.



Implikasi dari pembatalan perkawinan sebagaimamgy ydgiungkapkan
salah satu hakim PA Kota Malang Bapak Munasik antn;
“Pembatalan nikah disini biasanya terjadi karemagisuan identitas seperti
ktp palsu. Kalau pembatalan nikah karena ditemukaloungan semenda
antara si suami dengan si istri belum pernah tefjRerkawinan yang telah
dibatalkan tidak mendapatkan akta cerai, hanyat skeputusan bahwa
pernikahannya dibatalkan. Akta kelahiran si anakjuga dibatalkan secara
otomatis tetapi anak tersebut masih sah mejadi &aaklung bapaknya
walaupun antara ibu dan bapak di batalkan pernit@ye.

Bapak Imron juga mengatakan antara lain:
“Emang benar apa yang dijelaskan sama hakim-hgkimg lainnya bahwa
perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agawia Kalang yang
dipalsukan adalah Ktp, dan putusnya suami danitstriwajib dibatalkan
kareana melanggar hukum menurut Negara, Negartkahkitsdegara Hukum
mbak. Akan tetapi menurut agama mereka sah kaaehsada saksi,bukan

begitu toh,terus masalah anak itu bahwa anak @akegvinan tersebut tetap
jadi anaknya,tidak ada pembatalan anak dengan la@dng tuanya™

Dari pernyataan diatas , menunjukkan bahwa nikaltiyatalkan oleh
hukum, dan tidak dinyatakan sebagai cerai. Kareaagdap bahwa kedua
pihak tidak pernah melakukan pernikahan. Sehingipakp pengadilan
hanya mengeluarkan surat pernyataan pembatalah bikean akta cerai.
Dan akibat dari pembatalan nikahnya tidak berlakutsterhadap pihak-
pihak yang tertuang dalam pasal 28 ayat 2 UU Nahiirt 1974 dan pasal
75 Kompilasi hukum islam. Namun, jika pembatalatahnya karena sebab
pemalsuan identitas, dimana pmalsuan identitasasadantuk pelanggaran
formil bukan materiil, maka akibatnya juga formiban yang dimaksud
akibat secara formil adalah hanya surat pernyatasamwa pernikahan

tersebut dibatalkan. Dan pembatalan tersebut thkaku surut bagi si

®Munasik, Wawancara, tgl 14 Januari, 2011.
*mron ,wawancara, tgl 4 maret, 2011.



anak keturunan, Dimana sianak masih tetap mendapdikk waris dari
ayahnya.

Adapun akibat hukum dari pembatalan perkawinan neangemalsuan
identitas di Pengadilan Agama Kota Malang adalahaaleup 3 (tiga) hal
penting :

a. Putusnya hubungan suami istri
Antara pihak penggugat dan tergugat karena telalamgsungkan
perkawinan dengan menggunakan identitas palsun@gdiperkawinan

tersebut dianggap tidak pernah ada. Hal terselsutaselengan Pasal 28

ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentangaénan, yang

menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan direatalah keputusan
pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetapbdalaku sejak
saat berlangsungnya perkawinan.
b. Mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan
Tergugat | dengan Tergugat Il yang dibatalkan oleputusan
pengadilan, dengan dasar Pasal 28 ayat (2) hddmdang-Undang No.

1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakhwa&eputusan

pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak-aaakg dilahirkan dari

perkawinan tersebut, maka kedudukan anak yang tahingai akibat
perkawinan yang dibatalkan, dianggap sebagai aataksghingga berhak
atas pemeliharaan, pembiayaan serta waris daraeke@ung tuanya.

c. Mengenai harta bersama,



keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku garbdap harta
bersama sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undangiymdiaa 1 tahun
1974 tentang Perkawinan.. Dalam perkara pemalsdantiias ini
pembagian harta bersama diserahkan sesuai denggpekatan masing -
masing pihak. Mengenai pembagian harta bersama heaka bersama
harus dibagi secara berimbang.
. UU No.1 tahun 1974 dan KHI

Dalam hukum nasional, yaitu UU perkawinan No.1 Tai974 dan
KHI, suatu perkawinan yang kemudian dbatalkan meryaiu akibat
perdata baik terhadap suami istri maupun anak-amakeka asal
perkawinan itu oleh suami istri; keduanya dilakukiemgan itikad baik,
namun jika itikad baik itu hanya ada pada satu kpibaa, maka bagi
pihak yang beri'tikad buruk akibatnya akan ditanggkannya juga.

Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya peniadata
perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-tpddgomor 1
Tahun 1974 Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Huksliaaml yang
mempunyai rumusan berbeda.

Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.l Tahun 1974 nbenlan
bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:
a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang hethbatalkan,

tetap dianggap sebagai anak sah yang mempunyaingabuperdata



dengan kedua orang tuanya (ayah dan ibu), meskiptmkahan kedua

orang tuanya telah dibatalkan.

b. Suami atau isteri yang bertindak dengan beritikaik,bkecuali
terhadap harta bersama, bila pembatalan perkavdit@asarkan atas
dasar adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Jadi, apabila diajukannya gugatan pembatalan pénkaw
dikarenakan oleh salah satu pihak melakukan perktawdengan orang
lain lebih dulu, maka dalam hal ini apabila terjpditusan pembatalan
perkawinan tidak dikenal adanya harta bersama.

c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalanam lol sepanjang
mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebd&leputusan
tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tétSeperti si
laki-laki dan si wanita berhutang kepada seseoiingaku masih
menikahnya, sehingga pembayaran hutang masih lipebankan
kepada kedua pihak tersebut.

Pasal 75 kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahweputusan
pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

a. Perkawinan yang batal karena salah satu darisatau isteri murtad.

b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan teuseb

c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh haldéagan beritikad
baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan m@yapu

kekuatan hukum tetap.

¥Mohd, idris RamulyoHukum perkawinan Islam (Jakarta: PT bumi askara, 1996), h.178.



Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwé#alBga suatu
perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukunarananak
dengan orang tuanya.Dalam pendapat lain disebutkan bahwa hal
tersebut di atas adalah pembatalan perkawinan yangdi karena
pelanggaran dalam syarat formal saja seperti; yealg tidak berwenang
atau poligami tanpa izin. Namun jika pelanggarangygerjadi karena
larangan materiil (larangan tetap) seperti: perkawi karena nasab,
maka perkawinan yang ada dapat batal dengan sgyadistau dianggap
tidak pernah ada sehingga terdapat akibat yangutiari hubungan
suami istri tersebut dianggap tidak pernah ada ataa tidak mendapat
perlindungan hukum. Akibat dari perkawinan yangasaanateriil tidak
sah tersebut, maka terhadap anak yang lahir dakawean itu juga
mempunyai hak waris terhadap ayahnya.

Dalam pendapat lain disebutkan bahwa hal tersdibatas adalah
pembatalan perkawinan yang terjadi karena pelaaggdalam syarat
formal saja seperti; wali yang tidak berwenang gialigami tanpa izin.
Namun jika pelanggaran yang terjadi karena laramgateriil ( larangan
tetap) seperti: perkawinan karenan nasab, makaawer&n yang ada
dapat batal dengan sendirinya atau dianggap tieakap ada sehingga
terdapat akibat yang timbul dari hubungan suamii ietsebut dianggap
tidak pernah ada pula atau tidak mendapat perlgautukum. Akibat

dari perkawinan yang secara materiil tidak sahetars maka terhadap

3Amir Nuruddin, Azhari Akmal TarigahHukum Perdata Islam Indonesia (Jakarta: PT Prenada
Media, 2006), h. 114.



anak yang lahir dari perkawinan itu juga mempurnad waris terhadap
ayahnya.

Akibat hukum terhadap harta benda dari suami stbda pada waktu
perkawinan berlangsung tidak dibuat perjanjian gerkan, maka terjadi
persatuan harta kekayaan suami istri secara taéhtngga pembagian
harta kekayaan dibagi dua sama besar antara sstami i
. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Peraturanyang secara eksplisit mengatur tentang pemalsientitas dan
berakibat pada pemberian sanksi diatur dalam KUN&nmun yang secara
khusus membahas tentang Pemalsuan identitas yardsildse pada tidak
sahnya perkawinan diatur dalam KUHP bab XIllII tegt&®ejahatan Terhadap
Asal-Usul Dan Perkawinan, mulai Pasal 277 sampaalp280. Peraturan
tersebut berbunyi :

a. Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengajgyetepkan asal-
usul orang, diancam karena penggelapan asal-usanljad pidana
penjara paling lama enam tahun

b. Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dayyatakan.

Pasal278 menjelasakan

Barang siapa mengakui seorang anak sebagai anaknya nhenuru
peraturan Kitab Undang- undang Hukum Perdata, @ddiiketahuinya
bahwa dia bukan ayah dari anak tersebut, diancamn&amelakukan
pengakuan anak palsu dengan pidana penjara palmaytiga tahun.
Pasak79 menjelaskan

Diancamdengan pidana penjara paling lama lima tahun:



c. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengdiahwa
perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang tatih menjadi
penghalang yang sah untuk itu.

d. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengdiahwa
perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain njack
penghalang untuk itu. Jika yang melakukan perbuatnmlasarkan
ayat 1 butir a menyembunyikan kepada pihak lainMaaperkawinan
yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuldidncam
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.Petea hak
berdasarkan pasal No. 1 — 5 dapat dinyatakan.

Pasal 280 menjelaskan yaitu:

Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal senti@gai&
memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalamy sah,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima ntalapabila
kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkavaha dinyatakan
tidak sah.

BAB Xlll KUHP diatas menjelaskan tentang pemalsaaal usul dan
perkawinan. Pemalsuan asal usul secara adminiglisesidikeahui dari
identias dari si pelaku yaitu Ktp ataupun surat ang menunjukkan
asal-usul . dan dalam penelitian ini ditemukan kalvpa kota malang
terdapat pemalsuan identitas yuang berupa ktp. mamétp tersebut
merupakan salah satu bukti adanya pemalsuan. @lem itu menurut
BAB XllIl Pasal 277 KUHP orang yang melakukan pemats asal usul
dengan sengaja maka diancam dengan penjara selaama ®&hun.

Begitu pula dengan pasal berikutnya sampai padal p280 yang



menjelaskan secara eksplisit akibatikum secara pidana terhadap
pemalsu identitas pada bidang perkawinan juga drarenjara.

Lalu bagaimana dengan pelanggaran pelaku pemalsigmitas
pernikahan yang terjadi di Pengadilan Agama Kotalakta yang
melakukan hal tersebut hanya bermaksud dan bemtupgn poligami
tanpa seizin istrinya, keluarganya dan tanpa adwadari Pengadilan
Agama setempat. Serta bagaimana pandangan tetdaggaasyarakat?

Hukum dikenal sebagai salah satu alat yang dapanbarikan
perlindungan serta pelayanan kepada masyarakatkaftena itu hukum
harus memberikan sesuatu yang terbaik bagi masasak Hal ini
adalah wajar karena Negara kita adalah Negara hukomkum
mempunyai batas-batas kemampuan dalam memberikdindpegan
kepentingan pada setiap individu yang ada dalanyanalsat, karena itu
hukum pidana hanya dapat memberikan keadilan secatan sesuai
dengan sebutannya sebagai hukum publik. Mereka pedamnya
menginginkan serta meminta kekorban untuk menuethiadap pelaku
pemalsuan identitas perkawinan, agar fenomenadak tterulang lagi,
akan tetapi masyarakat serta tetangga disekitapakomenyerahkan
semua kepada yang bersangkutan yang terbaik bdaaKeelah pihak
karena yang berhak melaporkan dan mengadukan perkar ke
Pengadilan Negeri untuk mempidanakannya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas dan kewenma@a pada

Pengadilan Agama adalah hanya memberikan putusakanbu



mempidanakan, akan tetapi pihak Pengadilan Agamayenaghkan
sepenuhnya kepada pribadi masing-masing apakah kaneekan
menindak lanjuti kasus tersebut kepada pihak yamgdnang, meminta
ganti rugi material karena sudah dirugikan secapalrdan materi atau
berdamai artinya hanya hanya minta pernikahannyag ydibangun
dengan pelaku pemalsuan identitas dibatalkan melBengadilan
Agama.

Korban dari pelaku pemalsuan identitas ialah IhuH&tayati dan lbu
Denni Lilis Mariyani, keduanya tidak ada yang melaik lanjuti kasus
tersebut kepada pihak yang berwenang walaupun mndsekhak dan
wajib melaporkan atau mengadukannya, alasan yangdasar ialah
karena kasihan kepada anak-anak kalau ayahnya npesyéira, akan
tetapi hanya meminta ganti rugi materi yang disapaleh kedua pihak
(suami istri), disaksikan oleh keluarga kedua beldiak dan perangkat
desa setempat untuk memberikan nafkah kepada amakmyga dewasa.

Jelasnya bahwa korban tidak mempidanakan atau oenilanjuti
kepada pelaku pemalsuan identitas (mantan suarpgdeepihak yang
berwenang, mereka hanya sampai kepada proses {ad¢anbzerkawinan
mereka di Pengadilan Agama. Pihak korban berpetdshwa mereka
memilih berdamai dengan pelaku, keluarga pelakw desyarakat
disekitarnya dengan syarat-syarat yang ditelahpdisgi oleh kedua

belah pihak.






